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ABSTRAK 
 Nur Rafika Dwi Astuti (B111 12 162), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian: Putusan 
Nomor 189/PID.B/2014/PN.Pinrang), dibawah pembimbing Bapak Muhadar, 
sebagai Pembimbing I dan ibu HJ. Haeranah, Sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan materil 
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Anggota 
Kepolisian Putusan Nomor:189/PID.B/2014/PN.Pinrang) dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana 
pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan 
Nomor:189/PID.B/2014/PN.Pinrang). 
Penelitian ini dilakukan di Kota Pinrang dengan lokasi Pengadilan Negeri 
Pinrang. Penelitian ini untuk memperoleh data dalam penulisan skirpsi ini, maka 
penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research) dengan 
membaca literature yang berkaitan dengan materi pembahasan berupa dokumen 
berupa berkas perkara dan putusan hakim, buku, makalah yang berhubungan 
dengan penulisan skirpsi ini. 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 
(1) Di putusan Nomor 189/PID.B/2014/PN.Pinrang, jaksa penuntut umum 
menggunakan 3 dakwaan, yaitu yang pertama Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair 
Pasal 338 KUHP dan lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3). Diantara unsur-unsur 
Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, yang terbukti secara 
sah dan yang meyakinkan adalah Pasal 338 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan 
unsur-unsur saling mencocoki. Menurut penulis,  penerapan hukum pidana materiil 
terhadap kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di 
Indonesia.(2). Dalam putusan nomor 189/PID.B/2014/PN.Pinrang. proses 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut penulis sudah sesuai 
dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. 
Berdasarkan dengan dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti 
penulis. Alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya 
dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatan sadar akan akibat 
yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur 
melawan hukum. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek 
kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya 
mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk 
hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur 
segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada 
masyarakat. 
Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan 
tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat tradisional, agar tercipta 
ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan 
aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena 
tanpa adanya hukum, tidak  dapat dibayangkan kondisi Negara ini. 
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu system Negara yang 
mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-
tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman 
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bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur 
tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. 
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman 
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. 
Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan 
jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua  Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. 
Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana 
pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 338 KUHP yang 
menyatakan : 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun” 
Pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat berat dan cukup 
mendapat perhatian di dalam kalangan masyarakat. Berita di surat kabar, 
majalah dan surat kabar online sudah mulai sering memberitakan terjadinya 
pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dikenal dari zaman ke zaman 
dan karena bermacam-macam faktor. Zaman modern ini tindak pidana 
pembunuhan malah makin marak terjadi. Tindak pidana pembunuhan 
berdasarkan sejarah sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai 
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kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan 
manusia itu sendiri. 
Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan 
sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara 
melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat 
hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana ;pembunuhan ini dilakukan 
dengan sengaja ataupun direncanakan terlebidahuluh maka akibat hukum 
yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur-unsur pemberat yaitu 
direncanakan terlebidahuluh. 
Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satu negara 
yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya 
keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna 
memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas 
ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesajahteraan 
masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara 
Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setia warga negaranya, 
dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah 
untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan 
khususnya yang dilakukan dengan cara merampas orang lain (membunuh). 
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Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu 
yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan 
yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, 
karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang 
lain tanpa mempunyai rasa kemanusian. Pembunuhan juga merupakan 
suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, 
keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup 
bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam 
keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga 
dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan 
hukuman yang berat pula . 
Pada penelitian ini Penulis meneliti putusan nomor 
189/PID.B/2014/PN.Pinrang tindak pidana pembunuhan terhadap anggota 
kepolisian. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin 
memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan 
judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus 
Pembunuhan Anggota Kepolisian putusan Nomor: 
189/PID.B/2014/PN.Pinrang).” 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana 
Pembunuhan Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan 
Nomor:189/pid.b/2014/pn.pinrang? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kasus Pembunuhan Anggota 
Kepolisian Putusan Nomor:189/PID.B/2014/PN.Pinrang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penulisan ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil tindak pidana 
pembunuhan dalam kasus pembunuhan anggota kepolisian putusan 
Nomor:189/PID.B/2014/PN.Pinrang. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan anggota 
kepolisian putusan Nomor: 189/PID.B/2014/PN.Pinrang. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini harapkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua 
pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten dalam mengemban 
tugas profesi hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Beberapa Pengertian  
1. Tinjauan Yuridis 
Istilah “Yuridis” berasal dari bahasa Inggris “Yuridical” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normative. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.(Satjipto Rahardjo, 2006:124) 
Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. Denga 
demikian, apabila orang ingin member arti pada suatu undang-undang 
tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang demikian itu. 
Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang mungkin tidak 
hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam hubungannya dengan 
yang lain, melainkan juga mencoba untuk memahami masing-masing 
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undang-undang sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang 
berkaitan satu sama  lain. 
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam 
kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang 
dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan 
dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum.  
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukuman, 
baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan  feit yang diartikan sebagai 
tindak ,peristiwan, pelanggaran dan perbuatan. 
Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam keputusan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-
undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah pidana 
atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. 
Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut 
beberapa pakar antara lain: 
Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe (P.A.F.,Lamitang: 2011:182): 
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“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum.” 
Simons (Leden Marpaung, 2005:8) mengartikan berikut: 
 “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” 
Van Hamel (Andi Hamzah, 2010:96) merumuskan delik (strafbaarfeit) 
itu : 
“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.” 
Andi Zainal Abidin (2007:231-232) mengemukakan istilah yang paling 
tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut: 
a) Bersifat Universal dan dikenal dimana-mana 
b) Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencangkup delik-delik 
khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati; 
c) Orang memakai istilah strafbaarteit, tindak pidana, dan perbuatan 
pidana juga menggunakan delik ; 
d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang 
diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana 
ekonomi Indonesia; 
e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan  
peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatannya). 
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Berdasarkan rumusan yang ada maka tindakan pidana (strafbaarfeit) 
memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut: 
a) Suatu perbuatan manusia; 
b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan  hukuman oleh undang – 
undang; 
c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.(Teguh Prasetyo, :2011:48) 
Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan 
Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 
strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh 
para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional 
sesuai sudut pandang masing-masing pakar. 
3. Unsur – unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno ( 2008 : 69 ), unsure atau perbuatan pidana ( tindak 
pidana ) adalah : 
a. Kelakuan dan akibat ( perbuatan ); 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang memyertai perbuatan; 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 
d. Unsur melawan hukum yang objektif; 
e. Unsur melawan hukum yang subjetif. 
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Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana 
biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang 
menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal dibagi dalam dua golongan, yaitu 
yang mengenai diri  orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di 
luar  diri si pelaku. 
Kemudian menurut Yulies Tiena (2006:62-63) unsur peristiwa pidana 
(tindak pidana) dapat  ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan obyektif: 
1. Dari segi objektif dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan 
yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu 
dilarang dan diancam dengan hukuman. 
2. Dari segi subyektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku 
itulah yang  mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur 
kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat 
dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-
undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsur 
kesengajaan. 
 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang. 
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Pelakunya harus  telah melakukan suatu kesalahan 
dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
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3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan  itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan 
yang melanggar ketentuan hukum. 
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan 
hukum yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya. 
Adapun menurut Kanter dan Sianturi (2002:211) dapatlah disusun 
unsur-unsur tindak pidana yaitu : 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan); 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana; 
5. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya). 
 
Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana (dari 
unsur-unsur sebagai): suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan 
tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan 
oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
4.  Jenis-jenis Tindak Pidana 
Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak 
pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut  antara lain 
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pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan 
terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak 
dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu 
tindakan yang orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana 
karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya 
disebut wetsdelict (delik undang-undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 
489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). 
Kejahatan meskipun perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-
undang menjadai pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut 
adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut rechtsdelict (delik 
hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. 
Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/ Pasal 536 KUHP), berjalan 
diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya 
(Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun 
pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga 
dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 
5. Jenis Sanksi Pidana 
Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam 
Pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas : 
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a) Pidana Pokok 
Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut 
terdiri dari: 
1. Pidana Mati 
Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat 
berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana 
mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur 
dalam Pasal 340 KUHP. 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana terhadap 
perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat 
seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan 
jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu hari dan maksimal 
lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua 
puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 
Ayat (4) KUHP. 
3. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang 
lebih ringan dari pada penjara. Pidana kurungan berlaku untuk 
pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan 
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(culpa) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana 
pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti 
dari pidana denda yang dibayar. Batas waktu pidana kurungan 
pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal 
delapan bulan. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda adalah pidana yang mewajibakan kepada 
terpidana untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan 
dalam putusan pengadilan kepala negara. Apabila terpidana 
tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya 
dengan menjalani pidana kurungan penggati denda. 
5. Pidana Tutupan 
Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku 
tindak pidana di bidang politik. 
b) Pidana tambahan 
Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga 
mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari: 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-hak tertentu, 
yaitu: 
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1. Hak memengan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 
2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 
3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan 
aturan umum. 
4. Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan 
sebagainya terhadap anak bukan anaknya. 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak 
sendiri. 
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu. 
b) Perampasan beberapa barang tertentu 
Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. 
Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan 
terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan 
untuk melakukan kejahatan. Perampasan iniu juga berlaku terhadap 
barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya. 
c) Pengumuman putusan hakim 
Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan 
umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat 
disiarkan lagi dengan jelas dengan cara-cara yang ditentukan oleh 
hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim 
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ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam 
undang-undang. 
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana pembunuhan 
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa 
seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan 
hukum. 
Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah delik 
pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini dimuat dalam Pasal 
338 KUHP yang rumusannya adalah : 
“Barangsiapa dengan sengaja  menghilangkan nyawa orang lain 
dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” 
Menurut Adami Chazawi (2010:57), apabila rumus  tersebut dirinci 
unsur-unsurnya, maka terdiri dari : 
A. Unsur Obyektif: 
1. Perbuatan : menghilangkan nyawa; 
2. Obyeknya : nyawa orang lain; 
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat 
kematian. 
 
Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik pembunuhan 
merupakan jenis delik terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan atau 
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dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan 
“nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata 
jiwa artinya roh manusia (yang ada dalam  tubuh dan yang menyebabkan 
hidup) dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah yang 
menyebabkan kehidupan pada manusia secara  umum disebut 
“pembunuhan”  (Leden Marpaung, 200:4). 
Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi 
barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena 
bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
lima belas tahun. 
Menurut Leden Marpaung, (2000:22), perbuatan yang dapat 
melenyapkan atau merampas  nyawa orang  lain menimbulkan beberapa 
pendapat yaitu : 
1. Teori  aequevalensi dari Von Buri yang disebut juga teori condition 
sine quanon yang menyamaratakan semua faktor  yang turut serta 
menyebabkan suatu akibat. 
2. Teori adaequote dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai teori 
keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan akibat. 
3. Teori individualis dari teori Generalis dari T. Trager yang pada 
dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya 
akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan menurut teori 
generalis berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan 
akibat tersebut. 
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Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada hubungan antara 
perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang, terhadap siapa 
pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal asalkan pembunuhan tersebut 
ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
 
2. Jenis-Jenis Pembunuhan 
Kejahatan terhadap nyawa yang yang dilakukan dengan sengaja 
disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari : 
a) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, Pasal 338 
KUHP). 
Pasal 338 
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan denggan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
 
b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak 
dana lain (Pasal 339 KUHP). 
Pasal 339 
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu 
perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk 
melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam 
hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan 
barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun. 
 
c) Pembunuhan berencana(moord, Pasal 340 KUHP). 
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Pasal 340 
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
 
d) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah 
dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP). 
Pasal 341 
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada 
saat dilahirkan atau tidak lama kemudian,dengan sengaja merampas 
nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
Pasal 342 
Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena 
takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya, pada saat 
dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, 
diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan 
rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 
 
 
Pasal 343 
Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 
dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai 
pembunuhan atau pembunuhan  anak dengan rencana. 
 
e) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP). 
Pasal 344 
Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
f) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP) 
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Pasal 345 
Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya 
dalam perbuatan itu atau member seorang kepadanya untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara  paling lama empat tahun kalau 
orang itu jadi bunuh diri. 
 
g) Pengguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal  346 s/d 
349 KUHP). 
Pasal 346 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
 
 
Pasal 347 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya  wanita tersebut,  
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Pasal 348 
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu tersebut,  
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 349 
Jika seseorang dokter, bidan atau juru obat membantu   melakukan 
kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau 
membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu 
dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan 
 
 
. 
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3. Unsur-unsur Pembunuhan Biasa 
 
A. Unsur Obyektif 
1) perbuatan menghilangkan nyawa; 
2) obyeknya nyawa orang lain. 
B. Unsur Subyektif dengan sengaja 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 
syarat yang harus dipenuhi yaitu: 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kamatian (orang lain); 
3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan 
menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, 
ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang 
lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk 
menghilangkan nyawa orang lain itu. 
C.  Pidana dan Pemidanaan 
1. Tujuan Pemidanaan 
Istilah hukum berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang 
sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum yang merupakan 
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istilah umum dan konvensional, dan mempunyai arti yang cukup luas dan 
berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup 
luas. 
Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus, maka perlu ada 
pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menujukan ciri-ciri 
atau sifat-sifatnya yang khas. 
Menurut Soedarto (Nini Suparni, 2007:11). 
“pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang 
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum 
pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”. 
 
Pemberian nestapa atau penderitaan sengaja dikenakan kepada 
seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar 
orang itu menjadi jerah. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang 
membedakannya dengan bidang-bidang hukum lainnya. Ini sebabnya 
mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila 
sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai. 
Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat 
pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan oleh 
Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninik Supardi, 2007:12) bahwa pidana adalah 
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menyerukan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan 
utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. 
Pidana satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jerah, tetapi disisi yang lain 
juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat 
sebagaimana layaknya. 
Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja 
Priyanto(2006:7) ialah sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan 
penderitaan atau nestapa atau akibat–akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badam 
hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum 
(korporasi) yang telah mellakukan tindakan pidana menurut 
undang–undang. 
 
Lebih lanjut Dwidja Priyantoo (2006:7) mengemukakan bahwa:  
“secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum.” 
 
Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana adalah : 
1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang 
menyerah atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. 
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 
umum. 
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3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka 
Negara melaksanakan  fungsi perlindungan atas kepentingan 
hukum. 
Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata sebagai 
pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan 
pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri 
agar menjadi insaf dengan menyadari kesalahannya dan dapat menjadi 
anggota masyarakat yang baik. 
Secara umum (Kanter dan Sianturi, 2002:59) alasan pemidanaan 
dapat digolongkan  dalam tiga golongan (kelompok) pokok yaitu, teori 
pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. 
1. Teori Pembalasan (Teori Absolut) 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena  seseorang 
telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap suatu tindak 
pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. 
Tidak dipersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Bahan 
pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, 
maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa dating yang 
bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi 
penjahat harus mutlak dipidana, ibarat pepatah : Darah bersabung 
darah, nyawa bersabung nyawa. 
2. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan) 
Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan 
pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan 
pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori  
yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk 
mmencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. 
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Diancamkannya  suatuu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, 
dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau 
menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan 
teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat 
dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan 
masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa 
mendatang. 
3. Teori gabungan 
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan 
kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang 
sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan 
tujuan masing-masing mempunyai tujuan. 
 
 
D.  Dasar Pertimbangan Hakim  
Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang 
dibuktikan pada siding pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaksud dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang 
menegaskan bahwa: 
“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
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Dengan hal itu, Undang-undang menghendaki adanya minimum alat 
bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan 
terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan. 
Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah 
minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
menyebut alat bukti yang sah adalah: 
1. Keterangan saksi, 
2. Keterangan ahli, 
3. Surat  
4. Petunjuk, dan 
5. Keterangan tewrdakwa 
 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
 Menurut Jonkers bahwa dasar umum “strafverhogingsgronden” atau 
dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah: 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concorcus. 
Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan 
sebagai berikut: 
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUHP : 
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(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbutan yang berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan 
pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu 
pidana. 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, akan tetapi 
tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepetiganya. 
 
Dalam Pasal 66 KUHP yang berbunyi: 
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-
masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri 
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka 
dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya 
tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiga. 
(2) Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan 
untuk perbuatan itu. 
 
b. Dalam hal ini Recidive, berdasarkan Pasal 486, Pasal 487 dan 
Pasal 488 KUHP. 
 
2. Dasar Peringanan Pidana  
Pengurangan hukumanan berdasarkan ketentuan Undang-undang 
adalah sebagai berikut: 
a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok 
terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga”. 
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b. Dalam percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 
ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal 
percobaan dikurangi sepertiga.” 
 
c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 
“Dalam hal perbuatan, maksimum pidana pokok terhadap 
kejahatan, dikurangi sepertiga”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian 
tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam 
rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kabupaten Pinrang. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan 
ini maka penulis menetapkan lokasi ini atas pada Pengadilan Negeri 
Kabupaten Pinrang. Pemilihan lokasi ini atas dasar instansi tersebut 
berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi 
ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti kitab 
Undang-undang Pidana(KUHP), dan kitab Undang-undang Hukum 
Acara  (KUHAP) 
2. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan 
hukum primer dan membantu menganalisisa dan memahami bahan 
hukum primer. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian 
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ini adalah buku-buku, karya ilmiah, serta putusan Pengadilan Negeri 
Pinrang Nomor 189/PID.B/2014/PN.Pinrang serta sumber bacaan 
lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.  
C. Jenis penelitian 
Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta 
sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang 
diteliti. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research 
(penelitian kepustakaan) adalah teknik documenter, yaitu dikumpulkan dari 
telah arsip atau studi pustaka seperti mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 
189/PID.B/2014/PN.Pinrang dan sumber bacaan lainya yang ada 
hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum 
sekunder yang diperoleh. 
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E. Analisis Data  
Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian 
menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata 
cara penelitian yang mengasilkan data yang deskriktif, yaitu yang 
menyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan prilaku 
nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh sepanjang 
hal itu merupakan sesuatu yang nyata. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan Nomor: 
189/Pid.B/2014/PN.Pinrang 
 
1. Posisi Kasus 
 
Pada hari kamis tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Jalan 
Sultan Hasanuddin, Kel. Jaya, Kec Watang Sawitto, Kab Pinrang, berawal 
saat terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU hendak pulang ke 
rumahnya sedang membawa sebilah badik dengan mengendarai sepeda 
motor Susuki Thunder tanpa Plat membonceng SAKARIA yang tidak 
mengenakan helm, lalu saat terdakwa melintasi Pos Polisi di Jalan Sultan 
Hasanuddin, Kel. Jaya, Kec Watang Sawitto, Kab Pinrang, BRIGPOL 
MUHAMMAD RIDWAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang bertugas 
melakukan pengaturan lalu lintas melihat terdakwa melalukan pelanggaran 
lalu lintas sehingga korban mengejar terdakwa dan memberhentikannya, 
selanjutnya korban melakukan pengecekan surat kendaraan terdakwa, 
namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK, selanjutnya 
korban mengamankan kendaraan terdakwa dan hendak membawanya ke 
pos Lantas, lalu terdakwa emosi dan langsung memukul korban hingga 
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terjatuh dengan posisi punggung dibagian atas, lalu terdakwa berjalan ke 
arah korban sambil mencabut badiknya, kemudian terdakwa menusukkan 
badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke punggung sebelah kanan, setelah itu 
terdakwa melarikan diri dan berselang beberapa menit terdakwa ditangkap 
oleh aparat kepolisian. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban 
meninggal dunia di RSU Lasinrang Pinrang. 
 
2. Dakwaan  
 
Bahwa tedakwa dalam perkara ini didakwa oleh penuntut umum 
dengan bentuk dakwaan Subsidaritas, yaitu: 
KESATU: 
PRIMAIR: 
Terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU pada hari kamis tanggal 
26 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-
waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, Kel.Jaya, 
Kec.Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan 
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 
lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
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- Berawal saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya sedang membawa 
sebilah badik dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder 
tanpa Plat membonceng SAKARIA yang tidak mengenakan helm, lalu 
saat terdakwa melintasi Pos Polisi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. 
Jaya, Kec Watang Sawitto, Kab Pinrang, BRIGPOL MUHAMMAD 
RIDWAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang bertugas 
melakukan pengaturan lalu lintas melihat terdakwa melalukan 
pelanggaran lalu lintas sehingga korban mengejar terdakwa dan 
memberhentikannya, selanjutnya korban melakukan pengecekan surat 
kendaraan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM 
dan STNK, selanjutnya korban mengamankan kendaraan terdakwa 
dan hendak membawanya ke pos Lantas, lalu terdakwa emosi dan 
langsung memukul korban hingga terjatuh dengan posisi punggung 
dibagian atas, lalu terdakwa berjalan ke arah korban sambil mencabut 
badiknya, kemudian terdakwa menusukkan badiknya sebanyak 2 (dua) 
kali ke punggung sebelah kanan, setelah itu terdakwa melarikan diri 
dan berselang beberapa menit terdakwa ditangkap oleh aparat 
kepolisian. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban 
meninggal dunia di RSU Lasinrang Pinrang. 
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sesuai 
dengan hasil Visum et Repertum dari RSU Lasinrang Pinrang 
Nomor:79/RSUL/VER/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama 
BRIGPOL MUHAMMAD RIDWAN yang ditandatangani oleh 
dr.H.AGUS SALIM yang sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
 Menggunakan seragam polisi 
 Luka terbuka pada punggung belakang sebelah kanan 
umum: 
a. Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga dada 
pinggir luka rata; 
b. Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga dada 
pinggir luka rata. 
Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma 
benda tajam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 340 KUHP 
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KEDUA: 
SUBSIDAIR: 
Bahwa terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU pada hari kamis 
tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, 
Kel.Jaya, Kec.Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Pinrang, dengan sengaja merampas  nyawa orang lain, perbuatan tersebut 
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Berawal saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya sedang membawa 
sebilah badik dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder 
tanpa Plat membonceng SAKARIA yang tidak mengenakan helm, lalu 
saat terdakwa melintasi Pos Polisi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. 
Jaya, Kec Watang Sawitto, Kab Pinrang, BRIGPOL MUHAMMAD 
RIDWAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang bertugas 
melakukan pengaturan lalu lintas melihat terdakwa melalukan 
pelanggaran lalu lintas sehingga korban mengejar terdakwa dan 
memberhentikannya, selanjutnya korban melakukan pengecekan surat 
kendaraan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM 
dan STNK, selanjutnya korban mengamankan kendaraan terdakwa 
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dan hendak membawanya ke pos Lantas, lalu terdakwa emosi dan 
langsung memukul korban hingga terjatuh dengan posisi punggung 
dibagian atas, lalu terdakwa berjalan ke arah korban sambil mencabut 
badiknya, kemudian terdakwa menusukkan badiknya sebanyak 2 (dua) 
kali ke punggung sebelah kanan, setelah itu terdakwa melarikan diri 
dan berselang beberapa menit terdakwa ditangkap oleh aparat 
kepolisian. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban 
meninggal dunia di RSU Lasinrang Pinrang. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sesuai 
dengan hasil Visum et Repertum dari RSU Lasinrang Pinrang 
Nomor:79/RSUL/VER/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama 
BRIGPOL MUHAMMAD RIDWAN yang ditandatangani oleh 
dr.H.AGUS SALIM yang sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
 Menggunakan seragam polisi 
 Luka terbuka pada punggung belakang sebelah kanan 
umum: 
a. Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga dada 
pinggir luka rata; 
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b. Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga dada 
pinggir luka rata. 
Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma 
benda tajam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 338 KUHP. 
 
KETIGA: 
LEBIH SUBSIDAIR: 
 Bahwa terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU pada hari kamis 
tanggal 26 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, 
Kel.Jaya, Kec.Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya suatu 
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Pinrang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, 
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 
- Berawal saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya sedang membawa 
sebilah badik dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder 
tanpa Plat membonceng SAKARIA yang tidak mengenakan helm, lalu 
saat terdakwa melintasi Pos Polisi di Jalan Sultan Hasanuddin, Kel. 
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Jaya, Kec Watang Sawitto, Kab Pinrang, BRIGPOL MUHAMMAD 
RIDWAN (selanjutnya disebut korban) yang sedang bertugas 
melakukan pengaturan lalu lintas melihat terdakwa melalukan 
pelanggaran lalu lintas sehingga korban mengejar terdakwa dan 
memberhentikannya, selanjutnya korban melakukan pengecekan surat 
kendaraan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIM 
dan STNK, selanjutnya korban mengamankan kendaraan terdakwa 
dan hendak membawanya ke pos Lantas, lalu terdakwa emosi dan 
langsung memukul korban hingga terjatuh dengan posisi punggung 
dibagian atas, lalu terdakwa berjalan ke arah korban sambil mencabut 
badiknya, kemudian terdakwa menusukkan badiknya sebanyak 2 (dua) 
kali ke punggung sebelah kanan, setelah itu terdakwa melarikan diri 
dan berselang beberapa menit terdakwa ditangkap oleh aparat 
kepolisian. Setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum 
Lasinrang Pinrang untuk mendapatkan pertolongan, namun korban 
meninggal dunia di RSU Lasinrang Pinrang. 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia sesuai 
dengan hasil Visum et Repertum dari RSU Lasinrang Pinrang 
Nomor:79/RSUL/VER/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 atas nama 
BRIGPOL MUHAMMAD RIDWAN yang ditandatangani oleh 
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dr.H.AGUS SALIM yang sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut: 
 Menggunakan seragam polisi 
 Luka terbuka pada punggung belakang sebelah kanan 
umum: 
a. Panjang 4 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga dada 
pinggir luka rata; 
b. Panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam tembus ke rongga 
dada pinggir luka rata. 
Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh 
trauma benda tajam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. 
 
3. Tuntutan 
Adapun tuntutan Hukum dari penuntut umum yang dibacakan di 
persidangan tanggal 11 November 2014, putusan nomor 
189/PID.B/2014/PN.Pinrang, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim 
yang mengadili perkara ini menjatuhkan perkara sebagai berikut: 
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1. Menyatankan terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU bersalah 
melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANRANG Alias BULU Bin 
WETTU dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara, dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan 
sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang siapa bukti berupa: 
- Sebilah badik bersama sarungnya yang terbuat dari kayu dengan 
ukuran panjang kurang lebih 25 Cm 
Dirampas untuk dimusnakan 
- 1(satu) lembar kemeja Dinas Polri warna coklat lengkap dengan 
atributnya yang berlumuran darah dengan 2(dua lubang bekas 
tusukan benda tajam); 
- 1(satu) lembar baju kaos Polisi warna coklat yang berlumuran darh 
dengan 2(dua lubang bekas tusukan benda tajam ); 
Dikembalikan kepada keluarga Alm Brigpol MUH.RIDWAN 
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- 1(satu) unit sepeda Motor Zuzuki Tander warna hitam nomor mesin 
R405-ID331201, Nomor rangka MH8ENi25AGJ331084 tanpa plat 
nomor  
Dikembalikan kepada terdakwa 
4. Menetapkan supaya  terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana 
terurai dalam amar putusan dibawah ini: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa TANRANG Alias BULU Bin WETTU telah  
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana PEMBUNUHAN; 
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 9 (Sembilan) tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
kepadanya; 
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4. Memerintahkan terdakwa tetap berada  dalam tahanan; 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- Sebilah badik bersama sarungnya yang terbuat dari kayu dengan 
ukuran panjang kurang lebih 25 Cm 
Dirampas untuk dimusnakan 
- 1 (satu) lembar kemeja dinas polri warna coklat lengkap dengan 
atributnya yang berlumuran darah dengan 2(dua) lubang bekas 
tusukan benda tajam; 
- 1 (satu) lembar baju kaos polisi warna coklat yang berlumuran 
dengan darah dengan 2(dua) lubang bekas tusukan benda tajam. 
Dikembalikan kepada keluarga Alm. Brigpol Muh. Ridwan 
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Thander warna hitam nomor 
mesin R405ID33120, Nomor Rangka MH8ENi25AGJ331084 tanpa 
plat nomor. 
Dikembalikan kepada terdakwa; 
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 
2.000 (dua ribu rupiah). 
 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Pinrang pada hari : hari kamis, Tanggal 4 Desember 2014 
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yang terdiri dari : Fitriah Ade Maya, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, 
Muhammad Firman Akbar, S.H, dan Divo Ardianto, S.H., MH, masing-masing 
sebagai Hakim Anggota, putusan mana mana diucapkan dalam persidangan 
yang terbuka umum pada hari : Senin, Tanggal : 8 Desember 2014 oleh 
Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
Samzang, S.H, panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, dihadiri 
oleh :  Johana Josephina, S.H, para Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan 
Negeri Pinrang dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.  
 
5. Analisis Penulis 
Dalam perkara yang penulis bahas ini Penuntut umum mendakwa 
terdakwa dengan Dakwaan Subsidaritas yakni Dakwaan Primair  Pasal 
340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (3) 
KUHP. 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan  dakwaan primair terlebih 
dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih subsidair dan sebaliknya 
apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair 
tidak perlu dibuktikan lagi.  
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Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta 
diperkuat dengan identitas yang yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa 
sebagaimana terdapat didalam Dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa 
TANRANG Alias Bin WETTU adalah sebagai subyek hukum yang melakukan 
suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh penuntut umum. 
Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 
sehat jasmani dan rohani mampu menjawab pertanyaan dengan baik, 
sehingga demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu 
terdakwa. 
Terdakwa TANRANG sebelumnya tidak mengenal Brigpol Muhammad 
Ridwan, Terdakwa bertemu Brigpol Muhammad Ridwan pertama kali pada 
petang hari naas tersebut pada saat Terdakwa bersama saksi Sakaria 
melintas berboncengan sepeda motor di hadapan Brigpol Muhammad 
Ridwan yang sedang melaksanakan tugas sebagai polisi mengatur lalu lintas. 
Pada saat Brigpol Muhammad Ridwan melihat saksi Sakria yang 
dibonceng oleh Terdakwa gternyata tidak menggunakan helm, akhirnya 
setelah mengejar, Brigpol Muh. Ridwan berhasil menghentikan sepeda motor 
Terdakwa. Setelah perbincangan yang tidak lama antara Terdakwa dengan 
Bripol Muh. Ridwan yang membuat Terdakwa naik pitam lalu memukul 
Brigpol Muh. Ridwan sehingga terjatuh, setelah itu terdakwa mencabut 
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sebilah badik yang terselip dipinggang Terdakwa lalu menikam bagian 
punggung bawah Brigpol Muh. Ridwan sebanyak 2 (dua) kali. 
Fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tidak 
merencanakan terlebih dahulu perbuatannya karena semua terjadi cepat dan 
spontan, tidak ada jangka waktu untuk berfikir bagi Terdakwa apakah akan 
melaksanakan atau membatalkan niatnya untuk melakukan perbuatannya 
sesaat setelah perbincangan antara mereka ketika tiba-tiba Terdakwa marah 
lalu memukul dan menikam Brigpol Muh. Ridwan dengan menggunakan 
sebilah badiknya. 
Setelah melakukan penelitian, penulis melihat putusan ini sudah 
sangat sesuai dengan penerapan hukum materiilnya. Karena antara tuntutan  
jaksa, dan keputusan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan. 
Dakwaan jaksa Penuntut umum dalam kasus ini sudah sesuai dengan 
fakta-fakta yang terjadi, dimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap 
anggota kepolisian yang sedang bertugas, sehinggah wajarlah jika terdakwa 
didakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana. 
Terdakwa haruslah dituntut sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, 
dalam hal ini tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan 
perbuatan terdakwa. Terdakwa yang melanggar Pasal 338 KUHP haruslah 
dituntut dengan seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP. 
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B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana 
Pembunuhan Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Kepolisian Putusan 
Nomor: 189/PID.B/2014/PN.Pinrang. 
1. Pertimbangan Hakim 
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu 
saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek 
didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan 
adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat 
dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan 
berkembang adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian 
putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau 
dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toritis maupun praktis hukum 
serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan 
pengadilan yang lebih tinggi. 
Pertimbangan Hakim terhadap tedakwa sebagai berikut:   
Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum 
dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar 
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Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP dan lebih subsidair 
melanggar Pasal 351 Ayaqt (3) KUHP. 
Dakwaan Primair penuntut umum tidak terbukti maka selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari penuntut 
umum yaitu dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Barangsiapa 
2. Dengan sengaja  
3. Menghilangkan nyawa orang lain. 
Ad. 1. Unsur Barangsiapa 
Unsur barangsiapa ini dipertimbangkan dalam dakwaan Primair 
penuntut umum  maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur 
tersebut dalam dakwaan Subsidair. Bahwa unsur “barang siapa” dalam 
dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdapat unsur “barang siapa: dalam 
dakwaan Subsidair pun harus dinyatakan terpenuhi. 
Bahwa unsur “dengan sengaja” bertujuan untuk mempermudah 
pembuktian unsur “dengan sengaja”. Majelis Hakim akan terlebih dahulu 
mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur Menghilangkan nyawa orang 
lain. 
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Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja 
Pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai 
perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting 
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah 
menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya 
(willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang 
melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan 
menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 
Delik pembunuhan adalah delik materiil, dimana delik ini dianggap 
sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan 
sudah terjadi. Oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam Pasal 338 
KUHP harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan 
akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan. 
Unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya 
dalam hati sanubari para terdakwa yang tidak dapat dilihat atau diketahui 
oleh orang lain, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat 
dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan 
terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, 
kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang 
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lain, dengan kata lain siakap lahir atau perilaku seseorang merupakan 
refleksi dari niatnya. 
Seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair penuntut umum telah 
terpenuhi pembuktiannya. 
Dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
Selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan 
adanya alasan pembenar yang dapat  menghilangkan sifat melawan hukum 
dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan perbuatannya. 
Bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum 
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai 
tujuan untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan 
mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu Majelis 
Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa 
dalam putusan ini sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya. 
Permohonan terdakwa dalam pembelaannya yang memohon kepada 
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana yang seringan-ringannya 
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menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah 
tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa. 
Selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan 
ketetentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP,  Majelis 
Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahan sebelum 
putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak 
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan 
Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan Terdakwa dinyatakan tetap 
berada dalam tahanan. 
Barang bukti berupa sebilah badik bersama sarungnya yang terbuat 
dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm karena berdasarkan 
fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah 
digunakan terdakwa untuk melakukan tindak  pidana dengan menusukan 
pisau tersebut kearah punggung yang menembus rongga dada Brigpol 
Muhammad Ridwan, maka terhadap barang bukti tersebut terdapat cukup 
alasan agar dirampas untuk dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan 
terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja dinas polisi warna 
coklat lengakap dengan atributnya yang berlumuran darah dengan 2 (dua) 
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lubang bekas tusukan benda tajam, 1 (satu)  lembar baju kaos polisi warna 
coklat yang berlumuran darah dengan 2 (dua) lubang bekas tusukan benda 
tajam berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti 
tersebut adalah milik Brigpol Muhammad Ridwan maka terdapat cukup 
alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada 
keluarga Brigpol Muhammad Ridwan. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda Motor 
Zuzuki Tander warna hitam nomor mesin R405-ID331201 nomor rangka 
MH8ENi25AGJ331084 tanpa plat nomor karena sudah jelas kepemilikannya 
maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa. 
Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk 
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam 
putusan ini. 
Menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yaitu 
sebagai berikut. 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan duka cita yang 
mendalam bagi keluarga Brigpol Muhammad Ridwan yaitu isteri 
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dan kedua anaknya yang kehilangan suami dan ayah yang 
menjadi tulang punggung keluarga. 
 Terdakwa menghilangkan nyawa seorang polisi yang sedang 
melaksanakan tugas. 
Hal Yang Meringankan: 
 Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga 
Brigpol Muhammad Ridwan. Keluarga Terdakwa memberikan 
santunan berupa sejumlah uang kepada keluarga Brigpol 
Muhammad Ridwan. 
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan. 
 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. 
 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 
 Terdakwa belum pernah dihukum. 
Ad. 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain  
Unsur menghilangkan nyawa orang lain unsur ini tidak dirumuskan 
perbuatannya, tetapi hanya terdakwa harus melakukan suatu, perbuatan 
mana mempunyai akibat hilangnya nyawa orang lain haruslah mempunyai 
hubungan kausal. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa 
dihubungan dengan barang bukti serta bukti Surat berupa Visum et Repertum 
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diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Juni sekitar jam 18.30 wita bertempat di 
Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, 
Terdakwa telah menikam seorang Anggota Polisi dari satuan lalu lintas polres 
Pinrang yang bernama Brigpol MUH RIDWAN dengan menggunakan sebilah 
badik. 
Awalnya terdakwa berada dirumah kakak terdakwa yang bernama 
saksi H. abdul Gani Bin Wettu karena ada acara hajatan di jalan Sultan 
Hasanuddin, Kab. Pirang. Setelah itu terdakwa bermaksud pulang ke rumah 
terdakwa di kampong Tabalangi dengan membonceng saksi SAKARIA. Pada 
saat terdakwa yang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Sakaria 
yang tidak menggunakan helm lewat di jalan porois Pinrang – Parepare 
tepatnya di depan sebuah pos lalu lintas depan Pasar Sore, di kejar oleh 
seorang polisi dari satuan Lalu Lintas yaitu Sdr. Brigpol MUH RIDWAN 
dengan menggunakan sepeda motor polisi. Saat di jalan Sultan Hasanuddin, 
Sdr. Brigpol MUH RIDWAN  berhasil mendahului sepeda motor terdakwa dan 
langsung menghentikan sepeda motoer terdakwa sehingga terdakwa 
berhenti tetapi tetap berada diatas sepeda motor Terdakwa. 
Kemudian Brigpol MUH RIDWAN ikut berhenti lalu turun dari sepeda 
motor polisi yang dikendarainya lalu meminta kunci kontak sepeda motor 
terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memberikan kunci kontak sepeda 
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motor terdakwa kepada Brigpol MUH RIDWAN. Saat itu Brigpol MUH 
RIDWAN bertanya kepada terdakwa “kamu melanggar, mana SIM nya? Saat 
itu terdakwa menjawab”  ia saya melanggar”. Kemudian Brigpol MUH 
RIDWAN mengeluarkan telpon genggamnya lalu menelpon seseorang, pada 
saat bersamman terdakwa juga menelpon keponakan terdakwa memberitahu 
bahwa Terdakwa ditilang polisi. 
Setelah itu terdakwa berkata kepada  Brigpol Muh Ridwan untuk 
meminta kebijaksanaan sebagai polisi. Terdakwa mendengar Brigpol Muh 
Ridwan berkata kepada Terdakwa “kamu ini sudah melanggar malah minta 
kebijaksanaan” lalu Brigpol Muh Ridwan menhentakan kakinya dekat sepeda 
motor terdakwa. Kemudian Brigpol MUH RIDWAN  naik keatas sepeda motor 
terdakwa yang membuat Terdakwa naik pitam kemudian terdakwa langsung 
meninju muka Brigpol MUH RIDWAN sebanyak 1(satu) kali dengan 
menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa hingga Brigpol Muh Ridwan 
terjatuh, terdakwa langsung mencabut badik dari pinggang terdakwa lalu 
terdakwa langsung menikam Brigpol MUH RIDWAN pada bagian punggung 
belakang sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan badik. Setelah 
menikam Brigpol MUH RIDWAN, terdakwa langsung lari kearah jalan Lombok 
sambil memegang badik badik hingga terdakwa di hentikan dan di tangkap 
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oleh seorang polisi yang kebetulan melintas ditempat kejadian yang bernama 
saksi Eko Prabowo Bin Imam Kuncoro. 
Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa  yang 
telah menusuk Brigpol Muhammad Ridwan pada bagian punggung sebanyak 
2 (dua) kali dengan sebilah pisau yang dibawanya menyebabkan Brigpol 
Muhammad Ridwan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum 
dari RSU Lasinrang Kab. Pinrang Nomor: 79/RSUL/VER/VI/2014 tanggal 27 
Juni 2014  atas nama BRIGPOL MUHAMMAD RIDWAN yang ditandatangani 
oleh dr.H. AGUS SALIM yang sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil 
pemeriksan sebagai berikut: Menggunakan seragam polisi, luka terbuka pada 
punggung belakang sebelah kanan ukuran : panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 
tembus ke rongga dad pinggir luka rata, panjang 3,5 cm lebar 1 cm dalam 
tembus ke rongga dada pinggir luka rata. Kesimpulan: keadaan tersebut di 
atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam, dengan demikian Majelis 
Hakim menilai unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi 
pembuktiannya secara sah menurut hukum. 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam 
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah 
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dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai 
pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu 
tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 
bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut  hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Halnya tersebut diatur dalam Pasal 189 
KUHP. 
Dalam putusan nomor 189/PID.B/2014/PN.Pinrang, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis 
sudah sudah sesuai aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh 
penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana 
dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi 
dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan 
pembunuhan.  
Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban 
pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul 
dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 
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Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat 
dancakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar 
atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana 
terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim hanya 
melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah 
menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa menyebabkan duka cita yang 
mendalam bagi keluarga korban. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa 
adalah  terjadinya perdamain antara terdakwa dengan keluarga korban, 
terdakwa mengakui dan menyeseli perbuatannya, dan terdakwa belum 
pernah dihukum.  
Menjatuhkan putusan, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan 
oleh hakim sudah sesuai, karena setiap perbuatan tindak pidana yang 
dilakukan seseorang haruslah selalu mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan dan memberatkan terdakwa. Hakim sudah sepatutnya 
memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa. 
Berdasarkan putusan hakim diatas penulis menganggap bahwa 
putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim sudah sesuai, dengan pidana 
penjara 9 (Sembilan) tahun sudah cukup berat dan tentunya akan memberi 
efek jerak pada pelaku. Pidana penjara 9 (sembilan) tahun sudah sesuai, 
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walaupun dalam hal ini pelaku belum pernah di hukum dan berterus terang di 
pengadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan 
anggota kepolisian Nomor 189/Pid.b/2014/PN.Pinrang. Berdasarkan 
hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan 
terdakwa adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang 
pembunuhanan. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah 
menurut hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya 
serta harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa, 
tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam putusan nomor 189/Pid.b/2014/PN.Pinrang. telah 
sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal 
dalam dakwaan yaitu dakwaan kedua Pasal 338 KUHP, serta 
keterangan saksi yang saling berkessesuain ditambah keyakinan 
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hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sansi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang 
memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan 
oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai. 
 
B. Saran 
1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim 
untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, harus 
mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan 
hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar 
tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai 
dengan unsur yang didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum 
dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang 
sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka 
untuk melihat fakta-fakta yang timbul tersebut, menimbulkan 
keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. 
Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan 
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hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang 
memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di 
dalam masyarakat.  
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